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ABSTRAK

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam
masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan.Masyarakat Adat
Lampung Pepadun di desa Tanjung Dalom sebelum melakukan
pernikahan terdapat tradisi yang dilaksanakan oleh salah satu calon
mempelai yang berlainan suku yaitu angkon anak. Salah satu calon
mempelai yang berlainan suku di angkat (diangkon) oleh orang asli
Lampung yang ada di Desa Tanjung Dalom. Proses selanjutnya,
setelah calon mempelai yang berbeda suku telah di angkon oleh orang
tua angkatnya yang bersuku lampung, orang tua angkat dari calon
mempelai tersebut akan mengundang tokoh Adat yakni Penyimbang,
Penglaku untuk duduk bersama dan orang tua angkat tersebut
menerangkan maksud dan ‘tujuannya bahwa beliau mengankon si
calon mempelai yang berbeda suku menjadi anak angkatnya, dan akan
menikahkan anak’ angkatnya. dengan calon mempelai asli suku
lampung.Setelah. mengungkapkan maksud dan tujuan beliau kepada
tokoh padat, ‘makadikemudian hari apabila ada ‘acara _begawi (acara
adat) aqak ahgkatnya sudah/bise fkutdalam kegiatdn térszbut.

“Besdasarkan_uraian diatas, terdapat_rumusangesalah dalam
skripsi ini yailt™Bagaimana pandangan masyarakat Adat Lampung
pepadun tentang aﬂﬁTgEQE‘aﬂak seba asvacat pernikahan di adat
Lampung Tanjung Dalom, “legalman analisis hukum islam tentang
angkon anak sebagai prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung
Dalom. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pandanganmasyarakat Adat Lampung Tanjung Dalom tentang angkon
anak dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi
angkon anak sebagai prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung
Dalom.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh melalui wawancara
terhadap beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh
penulis. Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, maupun
dokumentasidan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen
resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang
berhubungan dengan objek penelitian.




Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa angkon Anak telah menjadi tradisi dalam adat
Lampung Pepadun yang dimana seorang laki-laki dengan wanita
yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih
dahulu oleh orang asli Lampung.lslam tidak mengatur adanya
pengangkatan anak sebelum pernikahan dikarenakan perbedaaan suku
antara kedua mempelai, baik mempelai perempuan maupun mempelai
laki-laki, tetapi dalam Dajaran agama Islam juga hal tersebut tidak lah
bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci: Angkon Anak, Hukum Islam, Lampung Pepadun.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman
tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan
kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat
istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul
“Angkon Anak Sebagai PraSyarat Pernikahan Di Adat Lampung
Tanjung Dalom”. (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalom Kecamatan
Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai
berikut:

1. Angkon Anak

Angkon /Anak-yaitu perkawinan-dimana seprang Laki-Laki
atau Perempuanyang berbeda adat harus di angkat anak terlebih
dahulq"' oiei Mmasyarakat sekitar ang\bersuku Iampq_ng_;"'dan setelah
melakukan pengangkonar}"Ler‘SejL{ta@n diteranigkan kepada ketua
adat, pe\nyir‘ni_)_ang_, penglaku adat dengan mefmbayais ﬁaﬁg adat yang
diserahkan kepada tokofi‘adat pada-saat>pelaksanaan pengangkonan
anak adapun uang” yang“Harus dib@aﬂ@ﬁ%pada tokoh adat itu
bervariasi mengikuti status adat dari calon orang tua angkat mempelai
yang berbeda suku, adapun nilai dari uang adat tersebut dimulai dari
Rp.2500 sampai Rp.250.000. Kemudian Laki-Laki atau Perempuan
yang berbeda suku tersebut sudah di Angkon anak atau di angkat
menjadi anak angkat orang lampung dan memiliki kesetaraan
kedudukan adat dengan orang tua angkatnya dan menerangkan bahwa
setelah di angkon Anak wanita tersebut menikah dengan laki-laki
lampung, sehingga apabila ada kegiatan adat mereka dapat ikut serta
di dalamnya’.

! Mursalin, “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalom”, Wawancara, Juli 20. 2021.
1



2. Tradisi

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku
manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan
dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang.
Tradisi juga merupakanhasil cipta dan karya manusia objek
material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang
di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya.
Seperti misalnya adat-istiadat, kesenian dan properti yang
digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti harus
diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati.”

3. Adat Lampung Pepadun

Adat Lampung dalam hal ini yaitu adat lampung
Pepadun. Masyarkat adat lampung pepadun adalah satu dari
dua kelompok adat besar dalam masyarakat lampung.
Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun
awalnya berkembang di daerah-Abung, Way Kanan, dan Way
Seputih (pubian).  Kelompok adat ini memiliki kekhasan
dalam_hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung
dalam tatanan masyarakat—‘ ﬁian\ berlangsung secara turun
temurun - i

Berdasarkan uraian diatas dapat disim Qulkan bahwa skripsi
ini adalah penel|tré(r%%‘yaﬂ\ibertu1ua@nmkﬁ‘énganalms Hukum

islam tentang sistem perkawinan Angkon Anak Sebagai PraSyarat
Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalom dalam tradisi adat
lampung (studi kasus di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi
Agung Kabupaten Way Kanan).

Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting
dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya
menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah

*Waldin “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalom”, Wawancara, Juli 30. 2021.
® Bahar “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalom”, Wawancara, Juli 30. 2021.
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pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-
masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya
merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup
saja.Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat
berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh
arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.Perkawinan
merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat.
Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan.’

Islam mensyari’atkan perkawinan tidaklah semata-mata
sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi
perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang
paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau
kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai
ibadah.”

Pasal 1 UWndang:fundang Nemor 1/ .Tahun 1974 tentang
perkawinan menyatakan: “Pérkawinan adalah .ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dengan seorarig ‘wanita sebagal suami
isfrl dengan tujuan merqbequk eluarga (rumaid’ Iangjga) yang
bahagla dan kekal Kah KetUhanah Yang Maha Esa.”
Pasal 2 Uhdang- tindang Nomor 2 Tahun 1974-eFchut selanjutnya
menegaskan bMawman 2Caiafy, sah apabila dilakukan
menurut Hukum masing-masing @gamanya dan kepercayaannya
itu.’

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan
urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi.
Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang
modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan
mereka yang kawin itu saja.’

“Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional
(Jakarta:Kencana, 2010), 99.

SAhmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Jakarta: Rajawali Pers,
2013), 53.

®Ridhwan Indra, Hukum Perkawinan Di Indonesia ,(Jakarta: CV Haji
Masagung, 1994),1.

"Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,(Bandung: Alumni, 1977),
23..



Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun
aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh
budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi
yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan
budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.®

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu
perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat
Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

B K dasy G e vl ASAT 1l 2K0 e 3 T 2
(V) ipg) 95*”)d},-§\‘-e 238 oY S5 3 u\ Fey

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

b £ \

Dalam pandangan masyara“kat adat perkawman itu
bertujuan untuk’ membangun, membina,€an memellhara hubungan
kekerabatan yang ﬁﬁkﬁTgmdamal nifl@i=nitai yang hidup yang
menyangkut tujuan perk winan {ersebut menyangkut pula
kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan
masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan
tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan
pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat
kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Masyarakat adat
Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar
dalam Masyarakat Lampung yakni budaya adat Pepadun dan
budaya adat Saibatin. Suku Pepadun mendiami daerah pedalaman
atau dataran tinggi Lampung. Menurut sejarah masyarakat pepadun

65

8Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,(Bandung: Alumni, 1977),
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awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way
Seputih(pubian).’

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan
prinsip kehidupan patrilineal yang mengikuti garis keturunan
bapak. Meski demikian, masyarakat Pepadun memiliki kekhasan
dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. Perkawinan angkon
Anak yang terjadi di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi
Agung Kabupaten Way Kanan sering terjadi dan bahkan telah
menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang dimana
seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan
suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang lampung.
Proses awal sebelum menuju perkawinan biasanya laki-laki dan
perempuan yang sudah di angkon anak melakukan perkenalan
terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan pinangan.™
Peminangan dalam hukum Islam biasanya disebut dengan Khitbah
adalah permintaan seorang faki-iaki untuk menguasai seorang
wanita tertentu dari; keluarganya dan—bersekutu dalam urusan
kebersamaan~hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki
menampakkan kecmtaannya untuk menikahi seorang Wanlta yang
halal, dlnlkahl secara syarat

Angkon anak adalah pengangkatan Al mengangkat anak
oleh masyarakatgaskilampung q&?ﬁgn (mengangkat anak)
calon mempelai yang Barbeda sukebaik calon mempelai laki-laki
maupun mempelai perempuan, yang akan melaksanakan
pernikahan tetapi berbeda suku. Maka sebelum kedua mempelai
melaksanakan pernikahan secara ljab dan Qabul maka
dilaksanakalah terlebih dahulu angkon anak. Sistem perkawinan
Angkon Anak yang terjadi pada Desa Tanjung Dalam ini banyak
hal-hal yang berkaitan dengan uang adat yang harus disediakan
oleh kedua belah pihak.Hal yang wajib diberikan laki-laki kepada
calon istrinya dalam tradisi ini yaitu Mahar. Seorang wanita juga
boleh meminta mahar kepada calon suaminya yaitu baik barang

® Bahar “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalom”, Wawancara, Juli 30, 2021.
O7upri “Tokoh Adat di Desa Tanjug Dalom”, Wawancara, Juli 5, 2021.
1 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum
Keluarga(Yogyakarta: PustakaBaru Press, 2017), 51.



maupun sejumlah uang yang tidak melampaui kemampuan seorang
laki-laki tersebut.*

Adapun yang harus diberikan seorang laki-laki kepada
Orang Tua Angkat wanita yaitu isi nampan dimana isinya yaitu
pakaian-pakaian dan alat solat. Untuk melakukan perkawinan ini
juga orang tua wanita boleh meminta dana kepada seorang laki-laki
tersebut untuk melakukan acara bedu’a (berdo’a) acara ini sudah
berlaku sejak dulu dimana acara ini mengundang masyarakat satu
kampung untuk acara bedu’atersebut.

Pada awal pelaksanaan Angkon anak, calon mempelai Laki-
Laki atau Perempuan yang bersuku asli lampung datang kerumah
calon orang tua angkat mempelai yang akan diangkonkan kepada
keluarga tersebut dengan kedua orang tua dan tokoh adat dengan
tujuan silaturahmi, dan menerangkan kepada keluarga tersebut
maksud dari kedatangan mereka untuk mengangkon (mengangkat)
calon mempelai menjadi anak mereka baik didalam adat maupun
diluar adat.

Broses sclanjutnya, setelah calon mempelal yang dserbeda
suku telah ti angkon oleh ordig tu‘a angkatnya yang bersuku
lampung;" 0iang tua angk_t_darl calon mempeiai tersebut akan
mengundang (0Koh~ Adai..yakni Penyiimbang;” Penglaku untuk
duduk bersama ) tua a%@j&sebut menerangkan
maksud dan tujuannya bahV\ié/ beliau niengankon si calon mempelai
yang berbeda suku menjadi anak angkatnya, dan akan menikahkan
anak angkatnya dengan calon mempelai asli suku lampung. Setelah
mengungkapkan maksud dan tujuan beliau kepada tokoh adat yang
telah di undang oleh beliau kekediaman orang tua angkat calon
mempelai yang berbeda suku ini juga menyerahkan uang adat
kepada tokoh adat sebagai penerang, bahwasanya apabila
dikemudian hari ada acara begawi (acara adat) anak angkatnya
sudah bisa ikut dalam kegiatan tersebut.

Setelah proses penerangan dari orang tua angkat mempelai
kepada para tokoh adat selesai, maka tokoh adat akan mengadakan
penerangan kepada khalayak ramai bahwasanya sicalon mempelai

12 Jupri “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalom”, Wawancara, Juli 30. 2021.
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yang berbeda suku tersebut telah diangkon oleh masyarakat
bersuku lampung dan akan menikah dengan calon mempelai
pilihannya, kemudian setelah proses ljab Qabul akan masuk lagi
keprosesi  penganugrahan gelar atau adok (nama adat) dan
penyacaan (nama panggilan untuk kakak, adik, dan saudara-
saudara) proses pengambilan gela ratau adok dan pemberian nama
panggilan ini diteranggkan oleh tokoh adat dengan sebutan(nitik
canang). Islam tidak mengenal syarat angkon anak dalam
pernikahan, untuk itu saya akan meneliti tentang angkon anak
sebagai prasyarat pernikahan di adat lampung Tanjung Dalom.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang ketentuan angkon
anak dalam tradisi adat Lampung Pepadun Desa, Tanjung Dalom
Kecamatan, Bumi Agung Kabupaten, Tanjung Dalom.

D. Rumusan Masalah 4

Berdasarkan latar | belak%ng masalah diatas,” maka rumusan
masalah dalam penelman ini adalan; i

1. Bagalmana praktlk angkon anak sebagal prasyarat pernikahan
di adat Lafm iung @mﬁesa Tanjung Dalom
Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?

2. Bagaimana analisis hukum islam tentang angkon anak sebagai
prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung Dalom di
Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten
Way kanan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik Adat Lampung Pepadun tentang
angkon anak sebagai prasyarat pernikahan di Adat Lampung
Pepadun di Desa, Tanjung Dalom Kecamatan, Bumi Agung
Kabupaten, Way Kanan.



2. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam tentang prosesi
adat tentang angkon anak sebagai prasyarat pernikahan di
Adat Lampung Pepadun di Desa, Tanjung Dalom Kecamatan,
Bumi Agung Kabupaten, Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna
sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan khususnya analisis hukum islam terhadap sistem
perkawinan angkon anak dalam traidisi adat lampung yang
terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut
menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan
diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun
masyarakat serta berguna - bagi perkembangan ilmu
pengetahuan Khusunya berkaitan dengan-Hukum Islam.

2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaltu untuk
melengkapl salah satu syarat un;uk memperoleh geiar Sarjana
Hukum pada Fakuitag Syarl hilgh" UlN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian@%u yan%@

=

Sejauh ini penulis baru menemukan karya ilmiah yang
berbentuk skripsi atau tesis yang biasa menjadi acuan peneliti
dalam pembuatan karya ilmiah tentang ankon anak atau angkat
anak sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudara Abiyati Atnan
Nitiono dengan judul skripsi “Prosesi pernikahan suku adat atoni
dalam persepektif hokum islam” (Studi Kasus Pada Masyarakat
Atoni, Kecamatan Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara
Timur). Skipsi ini juga membahas prosesi adat yang harus
dilakukan sebelum melaksanakan akad nikah. Juga masyarakat
didalamnya yang tidak melepaskan adat tersebut dan masih
melaksanakan sampai saat ini, skripsi ini membahas mengenai
adat dalam pernikahan yang dilakukan di daerah NTT, sedangkan
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penulis melakukan penelitian adat yang harus dilaksan sebelum
melakukan akad nikah dalam masyarakat Lampung Pepadun di
daerah Kecematan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi
Lampung.®®

Kedua, tesis yang ditulis oleh Tesar Esandra dengan judul
“Kedudukan anak angkat pada masyarakat adat lampung pepadun
si wo migo buai subing (Studi di Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung). Tesis ini juga
membahas tentang pengangkatan anak, namun yang membedakan
adalah pengangkatan yang dilakukan hanya sekedar mengangkat
anak untuk diasuh. Sedangkan disini penulis ingin meneliti
pengangkatan anak yang akan dilakukan karena pernikahan beda
suku dalam masyarakat Lampung Pepadun. Proses pengangkatan
juga memiliki syarat-syarat dalam melakukan pengangkatan anak.
Dimana seorang yang bukan asli Lampung ingin menikah dengan
seorang yang .asli Lampung Khususnya Lampung Pepadun.
Sehingga dilaksanakan pengangkonan (pengangkatan anak)
tersebut

: Ket|ga skripsi yajip diiglisgoleh Fadly Khalruzzadhl dengan
juduk *‘Pengangkongan—Dal am Perpikahai Bedal Suku Pada
Masyarakat =amping Pepadun Studi-di Kecarfitan Padangratu

Kabupaten Lamp: engah” Skripsimimi, sama-sama membahas
tentang pengangkatan “aPak, nam membedakan adalah

skripsi dari Fadly membahas secara keseluruhan mulai dari Hukum
Umum sampai Hukum Islam secara detail, sedangkan di skripsi ini
mngikuti aturan-aturan adat yang ada di Desa Tanjung Dalom.*

3 Abiyati Atnan Nitiono, “Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni Dalam
Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2014). 10
14 Tesar Esandra, “ Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung
Pepadun Siwo Migo Buai Subing” (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008).
15.
18 Fadly Khairuzzadhi, “ Pengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada
Masyarakat Lampung Pepadun”(Skipsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakrta, 2015), 20.
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H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a.Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Field
Research atau disebut juga dengan penelitian kancah yaitu
penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan
kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data
atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan
masyarakat yang menjadi objek penelitian.® Penelitian
lapangan ini adalah tentang analisis hukum islam terhadap
sistem perkawinan angkon anak dalam tradisi adat lampung
maka penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Dalom
Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penélitian fini. adalah-~Deskriptif Analisis'’ yaitu
penelitian yang bhertujuan untuk mendeskeipsikan dan
menganalisa dengan cermat guna menperoleh hasil sebagai
‘-keS|mpuIan dan kajlap niang Analisis Hukum Islam
térhadap Sistem “Parkawi h_Angkon anak dalam Tradisi
Adat U8mpung pada Desa Tanjung DalomKeeBratan. Bumi

Agung Kabuwgg Kanan. s

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat
mengenai sistem perkawinan angkon anak dalam tradisi
adat lampung pada Desa Tanjung Dalom Kecamatan
Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Sumber data primer

16 Suharsimi Arikunto, “ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktek”
Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 56.

7 Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007), 44.
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dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat
Desa TanjungDalom.

b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data
primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu
diperoleh dari sumber Al-qur’an, Hadis, buku-buku dan
literatur tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek
penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan,
tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-
peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik
tertentu di dalam penelitian.® Adapun yang mejadi
populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di
Desa Tanjung.Dalom khusus yang terlibat dalam tradisi
perkawinan- Angkon Anak yaitu berjumlah 5 pasang

7 suami' isteri yang sudah melakukan perkawinan Angkon

mAnak. Maka dapat_disimpulkan’ baway galém  suatu
\ penelitiar terhac iatap s $uatu populasi perlu mendapatkan
pertlmbangan berapa besar popuilasi Iersebut sehingga
jika suatu ponUlasi penelitian tidak memungklnkan untuk
diteliti Seitrthiya perlu @mbﬂ’s%hagmn saja, yang biasa
disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari
sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk
populasi.’® Penulis dalam menentukan sampel, penulis
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
“pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas
tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-
benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang

'8 Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), 118.
Plbid, 81.
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dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini adalah 5 pasang suami istri teknik
purposive sampling nya vyaitu latar belakang
pendidikannya dan usia perkawinannya. Untuk
memperkuat data primer maka penulis mewawancarai
narsumber yaitu 5 Tokoh Adat di desaTanjungDalom.

Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam
penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu
percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu,
merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau
lebih berhadapan Jangsung secara fisik, berbincang dan
tanya jawab.

Jadi’ wawancara dapat dipandang  sebagaj alat
| pengumpul data deng@n jalam jawaban secaral berhadapan
"‘langsung dengan sampal B,tangt telah dltentukan sebagai
respOhdien. Wawvancara yang digunakan. dalm penelltlan
ini adalah wzgara bebas ?;&ﬁ%g_ in yaitu kombinasi
antara wawancara ferpirmpin | N tidak terpimpin. Dalam
wawancara bebas terpimpin ini pewancara telah membawa
pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang
sistem perkawinan Angkon Anak dalam tradisi adat

lampung di Desa Tanjung Dalom Kec. Bumi Agung
Kab.Way Kanan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan
data penelitian dengan pengamatan.”® Peneliti terlibat
dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati
atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

D1bid,73.
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Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk
mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus
diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data
yang di butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah
mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau
Digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati
langsung bagaimana bisa terjadinya perkawinan Angkon
Anak.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode doumentasi
adalah mencari data mengenai hal-hal atau veriabel yang
berupa catatan, cetakan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prestasi, dan sebagainya. Teknik ini digunakan
untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan
terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari
wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan
penelitian.

5 Metode Analisa Data -

Metode yang d@unakan adalab metode kualitatif
yaltu _metode_ menghasilkan  daf? deskrlptlf yaitu
menggunakan studl kasus merupakan “suatu pendekatan yang
digunakan u mpela@secaﬁ“ mendalam dan juga
menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan
perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.?!

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode
analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari
fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit
kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang
mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data
kemudian  mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat
umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring

2l Noeng Muhadjir, Metodologi Peneltian Kualitatif(Yogyakarta: Rake
Sirasi, 1996), 38.
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data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data
dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari
pembahasan skripsi ini.

Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar dapat terlihat
jelas dan tersusun dengan rapih dan baik maka dibentuklah dalam
berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Bab kesatu, dimana pada bab ini merupakan awal dari
pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.
Dengan dituliskannya penegasan judul, latar belakang masalah,
focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode
penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab satu ini berisi
tentang pembahasan sebagai pengantar unmtuk pembaca agar
mengetahui hal apa yang akan di bahas daiam skripsi, ini.

Bab kedua, disajikan data disajikan data-tata sebagai landasan
teori \yangh dikumpuikan Secar aitrat melalui dataidate hasil
penelitian, bertpa, gambaran-umum fentang_perkawigan hukum
Islam, perkaWiran datam hukum adat dan i

Pada bab ketigamdisajikan ga@um Desa Tanjung
Dalom, kecamatan Bumi{“‘Agung, Cabupaten Way Kanan dan
penyajian fakta data penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung
Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi
Lampung.

Pada bab keempat, berisi analisis data penelitian dan temuan
penelitian yang didapat dari penglaku adat dan menurut hukum
Islam serta pandangan hukum formal.

Pada bab kelima, merupakan kesimpulan dari pengangkonan
dan rekomendasi dari penulis tentang hal yang menjadi bahan
pembahasan dari prosesi pengangkonan masyarakat Lampung
Pepadun.



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu
nikahan yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan
suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak
serta kewajiban bagi suami isteri.”’Dalam buku figih wanita yang
dimaksud Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-
hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka
mengemudikan  bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa
perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi
juga didunia binatang. Pandangan Islam di samping perkawinan itu
sebagai perbuatan ibadahi, ia juga merupakan sunnah Allah dan
sunnah Rasul. Sunnah. Allah, berarti menurut qudrat dan iradat
Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti
suatu tradisi yang telah diterapkan oleh Rasul untuk d|r|nya sendiri
dan umatnya

Menurut pengerttanéetlg\laniuqaha perkawman |alah agad
yang mengandung ketentuan hukum kebGiehaash&bungan kelamin
dengan lafadz %iwaj afau_seimakna keduanya.Pengertian
ini dibuat hanya melinat'dari satugﬁfs’a/mﬁlah kebolehan hukum,
dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang
semula dilarang menjadi dibolehkan.Perkawinan mengandung
aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling
mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan
hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.Karena
perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya
terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah
SWT. Perkawinan ialah suatu agad atau perikatan untuk
menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan
dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang

22 Abdul Haris Na“im. Figih Munakahat(Kudus:Stain Kudus.), 17
ZAmir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Jakarta :Kencana
Prenadamedia Group, 2006),38.
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meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang
diridhai Allah SWT.?*

Dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki
dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah
pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan
syarat yang telah ditentukan syara® untuk menghalalkan hubungan
kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling
membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

. Perkawinan dalam Hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan. Kata “nikah” berasal dari bahasa arab
LS yang merupakan masdar atau _asal dari kata kerja <

Sinonimnya 4. <% kemudian diierjemahkan ke dalam bahasa

Indongsia__Oleh karena itu, secara sosial, “kata periikahan
digunakart dalam berbagai___.-é'garajjeﬂ{awinan. Disamping ifu, kata
“pernikahan” tampak lebifi clis dan agaius dibandingkan dengan
kata “perkawinan“Kata Sperkawinan” lebih cocollUntuk makhluk

i A .
selain manusia. ,Q:? M

Ayat-ayat Al-qur’an yang mengatur tentang munakahat atau
perkawinan itu ada sekitar 85 ayat diantara lebih 6000 ayat yang
tersebar dalam sekitar 22 surah dari 114 surah dalam Al-qur’an.
Keseluruhan ayat Al-qur’an tentang munakahat tersebut disepakati
keberadaan (thubut) nya sebagai firman allah atau disebut juga
dengan gath’iy al-tsubut. Diantara ayat Al-qur’an yang mengatur
munakahat itu ada yang mengatur secara langsung atau disebut
juga secara ibarat nash atau secara manthuq atau dalam Bahasa
sederhana secara tersurat. Umpamanya, ketentuan tentang masa

tunggu atau iddah perempuan yang bercerai dari suaminya dalam

**Darajdat Zakiah. llmu Figih. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), 37
%Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia,2009),
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keadaan hamil, diatur oleh firmannya dalam surah at-thalaq (65)
ayat 4.

0 %
[

S5 e 0§88 125 ) r—ﬁwu‘u@”’“u’w&w‘j

ﬁﬂ%w\wij}uxmd\&@;\dwY\uﬁb &.4.4&
(2:&)&8\ 3ysm)3id o f

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause)
di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya)
maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan
yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungan nya. Dan barang siapa bertakwa kepada
Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam
urusannya”(Q.S. At-Thalaq [65]: 4).

, Ayat Al-gur’an yang mengatur hukum secara langsung atau
|barat alnash itu dari /Segi gpeaunjukan (dalalah) nya terhadap
hukum ada yang qat 1y-d’an a—pula yang zhanny, Aydt ayat Al-
quran dRebut qathiy al-dalalah blla ayattersebut memberi
petunjuk kepaqﬁaf_imf.@% secaid __--- iggartinya tidak mungkin
dipahami dari padanya sefain dari ®pa yang secara jelas disebutkan
dalam Al-qur’an. Umpamanya, ayat yang mengatakan bahwa
perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan hamil
iddahnya adalah melahirkan anaknya yang terdapat dalam surah at-
Thalagayat (4). Oleh karena kepastian maksud dari ayat ini, tidak
terdapat beda pendapat dalam memahaminya.?

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan pernikahan dimasukkan
dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat. Menurut bahasa,
kata “nikah” berarti adh-dhamu wattadakul (bertindih dan
memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adh-
dhamu wa al-jam’u (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu,

%prof.Dr. Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”
(Jakarta: Kencana Prenadamedia grup,2006), 20
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menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti
bamboo akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanakahatil asyjar
(rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu
menyebabkan terjdinya pergesekan dan masuknya rumpun yang
satu keruang yang lain.”’

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad
(perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan
seksual dengan memakai lafazh “nikah” atau “tazwij” nikah atau
jima’, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “al-
wath”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad
yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan
lafazh “an-nikah” atau “at-tazwij”, artinya bersetubuh, dengan
pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri
dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.?®

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu
akad yang sangat/kuat dtau. miisagan, ghalizan untuk mentaati
perintan allah 'dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga
yang saKifiah, ‘mawaddah fdan grahmah. Jadi perkaiifian’ dapat
diartikan \dalam harti ‘semsit! yaith “akdd vaflg mefighalalkan
hubungan antasa.secrang laki-laki dan pérempuaf. Sedangkan
perkawinan dalam Maitu aWtan antara seorang
pria dan seorang wanita Utuk: imenbentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah.?

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara manusia dengan sesamanyayang menyakut penyaluran
kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang
berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Di
dalam al-qur’an telah disebutkan, pengaturan manusia dalam hidup
berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang
ketentuannya dirumuskan dalam atura- aturan yang telah di

“Ibid, 10.
*bid, 11.
ZKhoirul Abror, “Hukum Perkawinan dan Perceraian” (Jakarta: Imprint

Bumi Aksara, 2015), 41.
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contohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana firman allah SWT
dalam Al-qur’an :

g

sy e Gl 0oty o 0 S0 D 1S5 80 20 T
A 3) PV 4 Oeled el 1,Es aledg nes Vs, W &g
O 1l 55585 3SCIE O

”Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah
menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya
Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan)
namanya kamu saling memnta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan kekeluargaan (silaiurahmi). Sesungguhnya Allah slalu
menjaga dan mengawasinya”.(Q.S An-nisaf1] :1)

_Perkawinen dapat dilihat dari tiga sudut-pandang yaitu dari
sedl hukum Islam, hukuin, Agatgdan hukum Formal Dilihat dari
huktmislam perkawmammer pakan suatu perjanjlan sangat sakral
disebut dengan Kata-kata “mitsaghar” chalishtn * dapat juga
dikemukakan se ipalasan un%ﬁ;;}egggakan perkawinan itu
merupakan suatu perjanfien falah %arena adanya cara mengadakan
ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad
nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau
memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu
dengan prosedur talak, kemungkinan  fasakh, syigag dan
sebagainya.*

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai
pria dan calon mempelai wanita atas dasar sukarela dan suka sama
suka kedua belah pihak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk
ijjab dan gabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik
langsung oleh mereka yang sepenuhnya berhak atas dirinya
menurut hukum atau mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau

®Mardani, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Graha llmu, 2011), 5
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tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih
dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka
yang sah. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan
menghindari hidup membujang.*

Perjanjian dalam perkawinan ini merupakan tiga karakter
yang khusus yaitu, perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur
sukarela dari kedua belah pihak, kedua belah pihak (laki-laki dan
perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling
mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan
ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya, dan persetujuan
perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan
kewajiban masing-masing pihak.*

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah
seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu
janji yang kuat. Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-qur’an yang
berhubungan dengan soal peikawinan; misalnya surat Ar-Rum ayat
21 dan surat. An-Nisa’ ayat 3, dapat dipahami bahwa definisi-
definisinya \yang: diberikan oleh keempat imam' Madzhab dan
Fukaha Ia_mya belum dapat/menggambarkan nilai nilai- ldeal yang
terkanating, dalam perkawinan! bagamana yang dlma_ksud oleh

ayat-ayat tersabuit.>>

Perkawinan J@ﬁpunyal tujuanialah menurut perintah
Allah untuk memperoleh kgurunan yang sah dalam masyarakat,

dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
Memelihara serta meneruskan Kketurunan dalam menjalani
hidupnya, dan mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan
ketentraman jiwa.**

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai
pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan
kedua belah pihak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan
gabul yang harus diucakan dalam satu majelis, baik langsug oleh

$'Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2004), 26.

2Ipid, 17

*Beni Ahmad Saebani, Op. cit, 14.

*Mohd. Idris Ramulyo, op. cit., 26.
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mereka yang sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau
mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya
dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur,
untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Islam
menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindar hidup
membujang.®

Dasar persyariatan nikah adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah dan
Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan
perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bias berubah
menjadi sunnah, wajib, halal, makruh tergantung kepada dilihat
hukum. %

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari banyak pendapat
fukaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan
bebas dan mnghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki
dan seorang wanita. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah
yang umum berlaku /pada sermua makhluk Allah, baik pada
manusia, 4. hewan maupun tumbuh-tumbuhan/ Semua yang
diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan can berjodoh-Jodohan
Sebagalmana berlaku pa@ia, makhigk yang paling sempurna yakni
mantisia, Menurut suraiherik yanngenyebutkan

T _uu (3,) 5 ;,u M J’c»;; s @ 2 e

?) -
“Dan segala sesuatu kaml ciptakan berpasang-pasangan

supaya kamu mengingat akan kebersaran Allah”. (Q.S. Adz-
dzariyat[51]: 49)

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan
manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengingatkan
tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai
berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan
dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. *’

*Beni Ahmad Saebani, Op. cit, 14.
*Mardani, op. cit., 11
"Beni Ahmad Saebani, Op. cit, 16
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Berkeluarga yang baik menurut islam sangat menunjang untuk
menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki
Tuhan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 perlu
mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga:

b e 1K 0 2S5 83 e Cabtially 180 s 15T
(VY53 syl oty A abiad o A

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara
kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan
memampukan mereka dengan karunianya”.(Q.S An-Nur [24]: 32).

Islam menganjurkan ‘orang berkeluarga karena dari segi
jasmani dan rohani erang/dapat mencapainya melalui berkeluarga
yang baik. *

SBlaiiig itu, karena tujuan perkawinan /dalam ke islam
adalah' untuk “selama-lamanya, Wjuka\n untuk sémeniara, (nikah
mut’ah), maisa_tenttnwajib berpegang kepada@jaranslam, bahwa
ridho Allah adalah ridhaterang tua,iviaka layakiah jika sebelum
dilakukan perkawirfam, “atang tue di@t&—iﬁﬁ%ya terlebih dahulu
oleh kedua calon mempelai.é

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas
calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah,
dua orang saksi lelaki, dan ijab gabul. Jika kelima unsur atau
rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah
sah, tetapi sebaliknya jika salah satu atau beberapa unsur atau

% Ghozali Abdul Rahman, “Figh Munakahat” (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2010), 14-15

*Neng Djubaidah, Op. Cit, 110
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rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka
perkawinan adalah tidak sah. *°

Menurut doktrin hukum Islam dari berbagai mazhab fikih
yang ada dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila
telah memenuhi lima rukun yaitu adanya ijab gabul, calon
pengantin pria, calon pengantin wanita, dua orang saksi dan
wali dari pihak wanita.*!

Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian,
maka sangat jelas bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974
tentang perkawinan menempatkan Hukum Agama sebagai
hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya
perkawinan.*

Dalam perkawinan 'yang sah, vyaitu perkawinan yang
dilaksanakan menurut fiukum agama-sesuai Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang  perkawinan berakibat terhadap hubungan
hiwkum antara anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang
'sah dengan ibudan ayahnya adatah menjadisah’ pula

Dalam peraturan perundang undangan tentang
perkawman dl_,lndonesaa calon rL_ggal perempuan dan calon
mempelai laki-laliwayh men@;aﬂﬂﬁérleblh dahulu kepada
orang tua atau Walmya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal
itu adalah tepat, karena perkawinan menurut hukum islam tidak
hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antara individu (suami
istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan
kekerabatan antara dua keluarga besar dari kedua belah pihak
calon mempelai.

Syarat-syarat calon mempelai wanita dan pria dalam
pernikahan adalah beragama, meskipun agamanyaYahudi atau

“Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 107.

M. Irfan, “Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Sebuah Bentuk
Diskriminasi Hukum” (Al-Adalah, Vol. 10 No.3, 2012), 345

“2Neng Djubaidah, Op. Cit. 107

“Ibid, 108
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Nasrani, wanita dan pria jelas orangnya. Dapat dimintai
persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.**

Umumnya negara Islam membedakan usia pernikahan
antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita,
untuk kaum pria, rata-rata usia pernikahannya adalah 16-21
tahun, sementara usia pernikahan bagi kaum wanita rata-rata
berkisar antara 15-18 tahun.*

Kehadiran wali nikah yang menikahkan menurut Jum’hur
Ulama hukumnya wajib. Demikian pula pasal 19 KHI mengatur
bahwa“ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak
untuk menikahkannya.*

“Syarat menjadi wali nikah adalah laki-laki, baligh,
waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang dalam
ihram.*”Wali nikah ada dua macam yakni wali nasab yaitu wali
yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah.
Ini bisa orang tua kandungnya dan bisa juga-wali aqrab dan
ab’ad (szudaia terdekat atau yang jauh). Wali hiakin yaifu wali
yang hak perwallannya b, I karena orangtya mempelai
perempuan menelak adial atau t‘ﬁ’ak ada, atau karena sébab lain
yang secara fisikada ietapi hak perwahannyaﬂtldak ada.’®

Dengan dﬁ?%?rai}u p@awnmﬁ‘“adalah suatu yang

wajib ada dalam rangkaian proses pernikahan sementara syarat
pernikahan (perkawinan) adalah segala sesuatu yang harus
dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun
pernikahan. Jadi, baik rukun maupun syarat pernikahan
merupakan suatu penentu atau suatu perbuatan hukum yang
berkenaan langsung dengan status hukum sah tidaknya

“Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 62.

“Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya
dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia islam (Al-Adalah, Vol. 12 No. 2.
2015), 815.

*®|ndah Purbasari, op. cit, 92

*"Tihami, Sohari sahrani, Figh Munakahat(Jakarta: Rajawali pers,2009), 13.

®Ahmad Rofiq, “Hukum Perdata Islam di Indonesia” (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2013), 66
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pernikahan tersebut. Tidak terpenuhi salah satu rukun dan
syarat pernikahan dapat berakibat tidak sahnya pernikahan
tersebut.”

C. Perkawinan dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan
kerabat, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi,
bergantung kepada tata sususunan masyarakat yang bersangkutan.
Perkawinan merupakan sarana dalam melangsungkan hidup
kelompok masyarakat adat secara tertib dan teratur serta dapat pula
dilakukan untuk mempertahankan gengsi atau martabat kelas di
dalam dan diluar persekutuan.*®Walaupun perkawinan dapat
dikatakan sebagai urusan kekeluargaan, urusan kerabat, dan urusan
masyarakat, pada dasarnya perkawinan tetap wurusan hidup
perseorangan juga dari ‘pihak-pihak perseorangan yang kebetulan
bersangkutan dengan itu. Proes perkawinan yang berjalan terutama
dalam bentuk, perkawinan lari bersama dan perkawinan bawa lari
mencerminkan “ketegangan dlantara golongan masyarakat dan
manusna sebagal perseorangf.utrﬂ5 -

Dalam huktm._adat perkawman itu-bukan, hanya merupakan
peristiwa pentm bagimmereka yano-m masih hldup saja, tetapi
perkawinan Jugég%u%?éan pem@m’yﬁg sangat berarti serta
sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah
para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat
merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan
perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara
kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.>

®Indah  Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di
Indonesia(Malang: Setara Pers, 2017), 77.

lmam Sudayat, Hukum Adat Sketsa Asas (Yogyakarrta: Liberty,1981),
107-108

1K Ng.SoebektiPesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat
Diterjemahkan dari Mr.B. Ter Haar Bzn (Jakarta: Balai Pustaka,2013), 160

52| aksanto Utomo, 2016, Hukum Adat, Jakarta, Rajawali Pers, 89.
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Perkawinan masih selalu diliputi hukum adat sebagai hukum
rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam perundang-undangan
negara. Nani Soewondo menegaskan bahwa dalam masyarakat
adat, perkawinan tidak hanya menjadi kepentingan orang-orang
yang bersangkutan, tetapi seluruh keluarga dan masyarakat juga
ikut berkepentingan. Perkawinan harus merupakan perbuatan yang
“terang”, karena pelanggaran adat yang mungkin dilakukan oleh
salah satu anggota, dapat mengganggu kebahagiaan hidup dan
ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan.
Inilah sebabnya, kepala adat selalu turun tangan langsung dalam
proses pelaksanaan perkawinan.

1. Sistem Perkawinan Adat
Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:
a. Sistem Endogami

Dalam.sistem.ini orang hanya diperbolehkan kawin
dengan seseorang dari suku keiuarganya sendiri. Sistem

~ perkawingn inijarang terjadi di Indonesia. Menurut Van
Voilenhoven hanya, ada sam daerah saja’ secara praktls
'«.mengenal sistem endbga i | mr, yaitu daerahToraya Tapi
sekarang didaerah ini pun sistem-2akan Ienyap dengan
sendlrmya kalausfilibungan darafity engan daerah lainnya
akan menjfd‘;{ir:bci:l;mdah Wluas Sebab sistem
tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja,
lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat
susunan kekeluargaan yang ada di daerahitu, yaitu

Parental >

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan
suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan
larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan
berputarnya zaman lambat laun mengalami proses
perlunakan sedemikianrupa, sehingga larangan perkawinan

58 Soerjono Soekanto, 1992, Intisari Hukum Keluarga, Bandung, Citra
Aditya Bakti,132.
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itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang
sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo,
Alas Tapanuli, Minang kabau, Sumatera Selatan, Buru dan
Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem
diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-
keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-
larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-
larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan
yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang
berhubungan  dengan ikatan  kekeluargaan yang
menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu,
nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung,
saudarabapakatauibu. Ataularangankawindenganmusyahrah
(per-iparan) seperti kawin-dengan ibu tiri, mertua, anak
tiri. **Dalam sistem ini‘dapat di jumpai hampir di seluruh
masyarakat Indonesia. P

2. Bentuk Perkawman Auat—‘

Dl Indonesia dapat di Jumpél t|ga bentuk perkawman
adat, antara I__,m :

a. Bentuk perkawﬁ%é‘ﬁjujur rilge-gif marriage)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana
pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan.
Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-
benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan
adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang
semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan
pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah
tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat
Patrineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal,
artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau

%bid, 132-133
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keluarga suami.®Di samping itu perkawinan jenis ini
bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan
warga yang se-clan atau se-marga.

b. Bentuk perkawinan semendo (suitor service marriage)

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat
matrilokal dan exogami. Matrilokal berarti bahwa isteri
tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman
suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam
keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan
jodoh atau karena laki- laki tidak mampu untuk
memberikan jujur.*®

c. Bentuk perkawinan bebas (exchange marriage)

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara
tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini
tergantung pada keinginan masing- masing pihak. Bentuk
kawin behas ini bersifat endogami; artinya suatu anjuran
untuk kawin dengan warga kelompok kerabat tersendlrl

3. TUJuan Perkawinen Adar, o b

Adapun tujuan mwman bagl masyarakat adat yang
bersifat Kekerabatai-.adalah untuk mempertahankan dan
meneruskan kmmenurut iStkebapakan atau keibuan
atau keibu-bapakan, “untuk ki bahaglaan rumah tangga
keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya
dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh
karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa
Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan
perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku
bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan
akibat hukum dan upacara perkawinannya.*®

% Soerojo Wignjodipoero, 1989, Pengantar Dan Asas Hukum Adat,
Bandung, 128

®lhid., 24

Ihid., 25

% Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan, Hukum Adat, Agama, Bandung, 23
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Kemudian istilah hukum adat dipakai juga oleh Prof. Mr.
Cornelis van Vollenhoven dalam buku-buku karangannya,
yang antara lain “Het Adatrtecht Van Nederlandsch Indie”
(Hukum Adat Hindia Belanda) yang ditulis sejak tahun 1901-
1933.Dan pada akhirnya, tahun 1929 pemerintah Kolonial
Belanda mulai memakai istilah “Hukum Adat” dengan resmi
sebagai istilah tehnis dalam Undang-Undang. Tepatnya dalam
pasal 134 ayat 2 IS (Indisch Staats Regeling).>

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada
umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai
“perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat”
dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan”. Terjadinya
perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa
akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, sepertihak
dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak,
hak dan kewajiban orang fua, tetapi juga menyangkut
hubungan-hubungain adatistiadai; kewarisan kekeluargaan,
kekerabatan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan

keagamaan. Begity, Ju a menyangkut kewajlban menaati
'«.permtah dan “laragan 'kd _gamaan baik dalam "hubungan
dengan, manusia dan Tuhannya (ibadan) maupun hubungan

sesama m% amalah) ﬁ/a_La_m pergaulan hidup agar

selamat dufiia g S0

Dari segi sosial ditemui suatu penilaian yang umum ialah
bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga
mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang
tidak kawin atau menikah. Dan dari segi agama suatu
perkawinan atau pernikahan itu sangat penting. Dalam agama,
perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara
perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua belah pihak
dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling

%Soerjono Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Alumni,
Bandung, 1997), 16

®%Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Jakarta: Imprint
Bumi Aksara, 2015), 42
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menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama
Allah ®

Beberapa pandangan dari para pakar hukum adat

mengenai pengertian hukum adat itu yang perlu dikemukakan,
yakni;

a.

Ter Haar mengemukakan: Hukum adat adalah keseluruhan
peraturan-peraturann yang menjelma dalam keputusan-
keputusannya para fungsionaris hukum yang mempunyai
wibawa (macht) serta pengaruh (invloed) dan yang dalam
pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan
dipatuhi dengan sepenuh hati

Van Vollenhoven mengemukakan; Hukum adat adalah
hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif
(unstatutory law) melipuii peraturan-peraturan hidup yang
meskipun tidak ditetapkan .oleh yang berwajib, lalu ditaati
dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan
bahwasanya peraturan-peraturan’ itu mempunyai sanksi

"‘--hukum —
'«.Prof Seeponc menge}nu}ikan \Hukum adat adalah hukum

yang tidak teriulis didalam peraturan-egislatiis (Unstatutory

law) mellputl eraturan- peraturan hldup yang meskipun
tidak dltem 410, lalu ditaati dan

didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan
bahwasanya peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi
hukum.

Prof. Djojodiguno mengemukakan; Hukum adat adalah
hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

Dr. Soekanto mengemukakan; Hukum adat adalah
merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup
dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan
kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

®'Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2016), 44
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Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para
pakar hukum adat di atas, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa yang dimaksudkan dengan hukum adat adalah keseluruhan
norma-norma atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang
bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang slalu berkembang,
serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam
kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebagian besar tidak tertulis,
senantiasa di taati oleh masyarakat karena mempunyai sanksi.

4.  Pengertian Anak Angkat Menurut Adat

Kehidupan seorang manusia pada suatu waktu
memerlukan anak sebagai penerus keturunan, walaupun tidak
dapat disangkal adapula keluarga tertentu yang pada
kenyataannya tidak dapat mempunyai keturunan. Oleh karena
itu umumnya mereka melakukan pengangkatan anak sebagai
kelangsungan keluarga sebagai penerus keturunan.

Bahwa. dalam mengartikan maksud dan tujuan dari

suaty perbuatan orang yang mengangkat anak itu ketika anak
pdiambil dan dimasukkan dalam lingkungan keluarga (clan)
orany yang meng__ahgkat yfiak tersebut /Dafi uraian diatas
maka dikemukaké_b_ebérﬁ)a‘_\pendapat parag fsaijana untuk
memperjefas pengertlan anak angkat antara lain menurut Arif

i N2 n ana?ﬁfg&é?ﬁﬂ!mum adalah “suatu
tindakan mengamt?‘l anak orang lain berdasarkan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat bersangkutan”.

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat yaitu: “anak
orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi
menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk
kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta
kekayaan rumah tangga.”®

Menurut Soerojo Wignjodipuro menyatakan bahwa:
“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan
anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara

82 Arif Gosita, 1998, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademi
Pressindo, 44
% Hilman Hadikusuma, Op Cit.149
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orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu
timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang
ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat
yang menyatakanbahwa: “Pengangkatan anak adalah suatu
perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar kedalam
kerabat sehingga terjalin sosial yang sama dengan ikatan
kewenangan biologisnya”®

Dengan demikian berdasarkan pendapat para sarjana
tersebut diatas, maka dalam pengertian anak terdapat beberapa
unsur pokok, antara lain: adanya pengambilan anak orang lain
kedalam keluarga yang baru yaitu keluarga dari orang tua
angkat, anak yang diangkat tersebut diperlakukan sebagai
anak kandung sendiri serta adanya akibat hukum artinya anak
angkat tersebut dapat menerima warisan dari orang tua angkat.

Sedangkan. menurui hukum _adat  dikenal berbagai
macam#macam istilah dan pengertian _seSuai dengan
keanekaragaman sistem hukum__\kekeluargaan sesuaiadengan
kékelua'rgaan yang beflaku‘ “Indonesia yang "'mengandung
makna atau pengertla—ferga_tung dari S|stem kekerabatan
masmg ‘masing daerah.antara lain:> —

a. Sistem pa@@nu SUW kekerabatan yang

menganut garis keturunan dari Bapak, dimana kedudukan
pria lebih tinggi dari pada wanita dalam hal pewarisan.

b. Sistem matrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan yang
menganut garis keturunan lbu, dimana kedudukan wanita
lebih tinggi dari pada pria.

c. Sistem parental yaitu suatu sistem kekerabatan yang
menganutdua garis keturunan baik dari Ayah maupun lbu
dimana mempunyai kedudukan yang sama.

123

8 Soerojo Wignjodipuro, 1989,Pengantar Dan Asas Hukum Adat, Bandung,

8 Soerojo Wignjodipuro. Op.Cit ,130
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D. Perkawinan dalam Hukum Perdata

Hukum perdata Islam di Indonesia, dapat diurai dari hukum
perdata apabila hukum perdata diperhadapkan dengan hukum
pidana, maka hukum perdata berarti hukum privat (privat materiil),
yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan
hukum pidana berarti hukum publik. Hukum perdata mengatur
hubungan-hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan dengan
segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, kekayaan antara
suami istri, kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, perwalian,
perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau
sudah meninggal, wakaf, hibah, shadagah dan lain-lain.

Pada hakikatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT.ke
muka bumi ini, selain dia manati sebagai khalifah (khalifah fi al-
ardl), karena didasari tahiat sebagai makhluk sosial. la tidak bisa
hidup sendiri, sejak ia lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa, dan
sampai saat matipun, membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada
manusia normal yang bisa dah mampu hidup menyendiri secara
terus menerus. Oleh Karena itu, agar hubungan 503|al ini berjalan
dengan Beik maka perlu dlatu _.'j\

Selaln itu, manu5|a_d‘ Cciptakan sebagal makhluk brologls yang
berketurunan agar _berbeda dengail hewar, ‘maka hubungan
biologisnya di @M Iemba%@iman yang suci, sebagai
media penyaluran kebutuhan biol gis dan melahirkan keturunan
secara terhormat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
nya, yang dikaruniai hati, perasaan dan pikiran berdasarkan
keimanan dan keberagamaan. Hukum yang mengatur tentang
hubungan sosial tersebut itulah yang dimaksud dengan huukum
perdata jadi, hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang
mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi
kepentingan dah kebutuhannya, terutama berkaitan dengan
kepentingan-kepentingan perseorangan.®

Menurut Abdoel Djamali, manusia dikodratkan untuk slalu
hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, sehingga

®prof.Dr.HAhmad Rofig, M.A, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (PT.
RajaGrafindo Persada,2013) 7-8
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menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur
tentang kehidupan itu. Inilah yang dinamakan hukum Perdata.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata adalah
ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku
manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan nya,
terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan
perseorangan.®’

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan
perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan
perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang
yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan nya
dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. UU ini
merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum
formalnya ditetapkan dalam UU Nomor 7 tahun 1989. Sedangkan
sebagai aturan pelengkap yang akan.imenjadi pedoman bagi hakim
dilembaga gperadilan agama adalah kompilasi hukum islam di
Indongsia yang telah ditetapkan dan sebarluaskan melalui instruksi
pre5|den Nomor 1 tehun 1991 te ng| komp||aS| hukurd |slam

Hukum perdata Barﬁt_yang_berasal dari hukum perdata
Belanda dinyaiakan sebagal BW Indaiiesia —(KHUPdt) berdasar
pada aturan peraliivan Bananhukum perdata Barat
yang tercantum dldalamnya’ysebaglan ‘sesuai dengan sistem nilai
budaya Pancasila. Ketentuan hukum perdata Barat yang sesuai
tersebut dapat dan bahkan telah diresepsi oleh bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, bahan hukum perdata Barat yang demikian itu
dapat diadopsi dan dijadikan bahan hukum perdata nasional.

Selain bahan hukum perdata Barat, bahan hukum perdata
tidak tertulis yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga
mempunyai nilai-nilai yang dapat dipedomani oleh seluruh rakyat
Indonesia dapat diambil dan dijadikan bahan hukum perdata
nasional. Untuk memahami hal ini perlu diteliti terlebih dulu,
terutama melalui yurisprudensi Indonesia.

8 Abdoel Djamali, Pengantar hukum di Indonesia(Jakarta Raja Grafindo

Perada,2000), 133-134
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Pelaksanaan pembangunan hukum nasional didasarkan pada
hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini
dapat diartikan, antara lain, bahan hukum perdata Barat yang
sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, hukum perdata tidak
tertulis buatan hakim (judge made law), dan hukum adat di
Indonesia.

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia (waktu itu disebut
Hindia Belanda), maka BW Belanda diupayakan agar dapat
diberlakukan pula di Indonesia. Caranya adalah dibentuk BW
Indonesia yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda.
Dengan kata lain, BW Belanda di berlakukan juga di Indonesia
berdasar atas asas konkordansi (persamaan). BW Indonesia ini
disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan
melalui Stb. Nomor 23 Tahun 1847 dan dinyatakanberlaku pada
tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas aturan peralihan
UUD 1945, Maka BW Indonesia tetap dinyatakan‘berlaku sebelum
digantikan oleh undang-undang baru berdasar-atas UUD ini. BW
IndonéSia  ini disebut Jitaly Undang-Undang HlKum Perdata
Indonesia, yang, disingkatk UHPdsesagaidnduk hillkum perdata
Indonesi. Bukum perdata Indonesia yang dimakstid adalah hukum
perdata yang ber lndone5| /adtusiinkum perdata Barat yang

berinduk pada KUH yang flam bahasa aslinya disebut
Burgerlijk Wetboek (BW). BW Indonesia ini sebagian materinya
sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang RI.

Selain dari KHUPdt, hukum perdata Indonesia meliputi juga
undang-undang RI, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Perceraian, Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Pertanahan dan Hak-Hak atas Tanah, serta
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan
Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Kini sudah
banyak sekali undang-undang produk pembuat undang-undang RI
di dibidang hukum perdata.®®

®8Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia” (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti,2017), 7-8
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E. Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Urf dalam Hukum Islam

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang
baik, yang dapat diterima akal sehat, . sesuatu yang dikenal
atau berarti baik. Menurut para sahabat,urf dinamakan juga
adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang Kali
dilakukan manusia. Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat
yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam
masyarakat. Urf dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran
islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama islam

disebut dengan adat.®

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat
dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa
perkataan maupun perbuatan.  Urf adalah sesuatu yang
berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu,
dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan
sepanjang.inasa atau.dalam masa tertentu saja-Kata “sesuatu”
mencakup sesuatu yang baik, berlaku Juga yang, ber5|fat
perkataan dan hal yang bersﬂat peYbuatan ;

Secara prinsip sebenarnya tidak-ada perbedaan antar
kataurfdan adat karena bila kita tel;gsurl kedua kata itu
mempunyai péh ayang san@s&a‘rﬁﬁérbuatan yang telah
berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui
oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah
dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu
dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.™

Landasan hukum urf

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid,
guru besar Ushul Figh di Universitas al-Azhar Mesir dalam
karyanya fi al-ijtihad ma la nassafih, bahwa mazhab yang

8 AbdulWahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta : Rajawali

Press, 1996),134.

50.

Agus Hermanto, Ushul Figih (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2017),

™ Amir Syarifuddin, Ushul Figh jilid 2 (Jakarta: Logos, 1999),363.
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dikenal banyak menggunakan urf sebagai landasan hukum
adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, dan selanjutnya
oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah.
Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar figih
tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan
pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya
terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab
tersebut, sehingga urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-
dalil yang diperselisihkan para ulama.’’Dalam Qur’an surat al-
a’rafayat 199:

(V42000 5 Caad 2 05 20 sl il o s

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada
orang-orang yang bodoh "(Al-A’raf[7]: 199)

Kata al-urf dalam ayat tersebut dipahami oleh ulama
sl Tigin sebagai sesuatu_yang baik dan, tolafi menjadi
keblasaan masyarakat I%yngah demikian maka ayat tersebut

dlpahaml sebagal perintah untuk mengerjakan sesuatu yang

telah d‘anggap balk sehingga telah menjadl tradisi dalam
: i pat dijadikan sebagai
sumber hukum juga‘dldasarkan pada kenyataan bahwa syariat
islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat
atau tradisi masa lalu. Kedatanganan islam bukan
menghapuskan tradisi yang sudah menyatu dalam masyarakat.
Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta
ada pula yang dihapuskan.”

3. Pembagian Urf Menurut Para Ulama Fikih
a. Dari segi objeknya

1) Al-urf al-lafdzi, adalah kebiasaan masyarakat
dalam menggunakan lafadz/ ungkapan tertentu

2 Muhammad Rusfi, Ushul Figih 1 (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas
Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 169.
“lbid, 168



untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna
ungkapan itulah yang difahami dan terlintas
dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan
“daging” yang berarti daging sapi, padahal daging
itu tidak berarti daging sapi saja, kalau perlu
memerlukan indikator, maka bukan lagi urf.

2) Al-urf al-amali, adalah kebiasaan masyarakat
yang berkenaan dengan perbuatan. Yang
dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan
masyarakat dalam masalah kehidupan mereka
yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
Urf ini ialah urf yang berupa perbuatan seperti
jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan
shighat akad jual beli. Padahal menurut syara’,
shighat jual beli itu_merupakan salah satu rukun
jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan
dalam=—masyarakat melakukan jua! beli tanpa

7 shighat jual beli dan tidak terjadi hal- hal yang
B W i ik diingjnkan maka syara membofehkannya

b Darl segi cakupannya—w )
1) “At=urf .al-amm adalah keblasaan tertentu yang

ticak®@iBeniaku, secaiaplllia®s diseluruh daerah,
mlsalnyaﬁlam Jua " beI| mob|I seperti kunci,
tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam
harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya
tambahan.

2) Al-‘urf al-khas, adalah kebiasaan yang berlaku di
daerah tertentu. Misalnya di kalangan pedagang
apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang
dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat
lainnya pada barang itu, tidak dapat
dikembalikan.

c. Dari segi keabsahan

1) Al-‘urf al-shahih, adalah kebiasaan yang berlaku
di tengah-tengah masyarakat yang tidak
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bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak
menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak
pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya
pada masa pertunangan pihak laki-laki
memberikan hadiah kepada pihak calon istri dan
hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) Al-‘urf al-ffasid, yaitu kebiasaan  yang
bertentangan dengan dalil-dalil syara’, dan
kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.
Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan
pedagang yang menghalalkan riba, seperti
meminjam uang sesame pedagang dengan
imbalan sekian persen tertentu.”* Para ulama
sepakat, bahwa al-urf al-fasidah tidak dapat
menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut
batal dermni hukum. Oleh karena itu, dalam rangka
meningkatkan< pemasyarakatan dan pengamalan
hukum islam pada  masyarakat, sebalknya

Py dilakukan dengan cara yang ma s dlupayakan

\ mengubaﬁ Ebat kehiasaan <yang /bertentangan

“dengan ketentuan ajaran isla® tersebut, dan

me ngantlkannya den n adat kebiasaan yang

Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami
bahwa ‘urf yang dapat dilakukan adalah ‘urf
shahih (adat kebiasaan yang baik), bukan urf
fasid (adat kebiasaan yang rusak). Para ulama
sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar
hujjah selama tidak bertentangan dengan hukum
islam.

"Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2014),214
SAbd. Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2014), 211.
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4. Kedudukan‘Urf dalam menetapkan hukum

Para ulama yang mengamalkan urf dalam memahami
dan  mengistinbatkan  hukum, menetapkan beberapa
persyaratan untuk menerima urf yaitu:

a. Urfitu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal
sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada
urf yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat
umum. Sebaliknya, apabila urf itu mendatangkan
kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka
urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.”

b. Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait
dengan lingkungan urfatau dikalangan sebagian besar
masyarakat.

Syarat'ini semakin jelas-dengan melihat contoh yang
ada/di masyarakat. Misalnya secara umum _masyarakat di
. Indonesia.  dalam  melakukan transaksi sen,antiasa
: menggunakan alat t kafy resmi, yaitu mata uang rupiah.
““Karenanya dala aﬂémaksn tidak mengapa Jika tidak
menyebutiar dengan jelas tentang jeniseMaia uangnya,
karena s telah imengs .*—a dan tidak ada
kemungklman pe mata uang rupiah
yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.”’

c. Urf tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau
bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini memperkuat terwujudnya urf yang shahih
karena bila urf bertentangan dengan nash atau
bertentangan dengan prinsip syara’yang jelas dan pasti, ia
termasuk urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai
dalil menetapkan hukum.™

"®Firdaus, UshulFigh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara
komprehensif(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

"bid, 106.

" ibid
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F. Al-‘adah Muhakkamah
a. Pengertian Al-adah Muhakkamah

Secara etimologi, kata al-‘adah berarti pengulangan
baik berupa perkataan atau perbuatan. Al-‘adah diambil dari
kata al-‘aud (s atau al-mu’awadahess=y yang artinya
berulang.”

Secara  terminologi,Al- ‘Adah adalah sebuah
kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu
obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek
pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau
kelompok.  Akibat pengulangan itu, ia kemudian
dinilaisebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan.
Aktifitas itu telah mendarahdaging dan hampir menjadi watak
pelakunya.®

Para ulama yang membedakan antara ‘Urf denganAl-
adah.memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

1)__Bahwa Al-adah itu blsa berlaku “secara_ upaum, baik
tilakukan oleh\ ?lapg \ banyak madptin | individu.
O Sedangkan Uit farus dilakukan oleh kebanyakan orang,
dalitidak dikatakan Urf apablla stdlu kebiasaan yang

hanya @F‘;@ i
e

2) Al-adah bisa muncul secara alami sebagaimana yang
berlaku di tengah masyarakat, sedangkan ‘Urf tidak bisa
muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan
pengalaman.

3) Al-adah tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan
buruknya perbuatan yang menjadi Al-adah tersebut,
sedangkan ‘Urf selalu memberiakan penilaian pada segala
sesuatu yang menjadi ‘Urf:®

®A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Figih(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2010), 79.

®Abdul Hagq dkk, Formulasi Nalar Figh:Telaah Kaidah figih
Konseptual(Surabaya; Khalista, 2009), 274

8 Amir Syaifuddin, Ushul Figh, jilid I1(Jakarta: Kencana,2011),364.
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Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan

antara ‘Urf dengan Al-adah berpendapat bahwa tidak ada
perbedaan yang prinsip antara ‘Urf dengan Al-adah, karena
dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang
telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenaldan diakui
orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal
dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh
orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua
kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak
berarti.®

b. Ketentuan-Ketentuan al- ‘Adah Muhakkamah

Tak semua Al-‘Adah kebiasaan yang bisa dijadikan

pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukun
(al-‘adah Muhakkamah), = tapi terdapat ketentuan-
ketentuan yang harus penuhi; yaitu:®

1) Al-adah tidak bertentangan dengan nash syar’i dalam

al-Qur’an atau al-Hadis atau dengan-prinsip legislasi

B Yang - telah - pasti dengan perientangaid| yang

: mengaklbatkan /e riaridh \Remberiakuan semua aspek

nhukumesecara ke seiurunan (bukan”Al- Urf ul- Fasid),

'sepertl kehiasaan menyerahkan barang titipan kepada

keluasmi_% atall @ jdayamewakafkan barang
ber—gerak (al-*Ain al-Manqu>I) dan lainnya.

2) Al-‘Adah berlangsung konstan (muttarid) dan berlaku

mayoritas  seperti  penyerahan mahar  dalam
perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan
dianggap konstan apabila kenyataan tersebut
berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di
seluruh negeri.

3) Al-adah terbentuk lebih dahulu dari masa

penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa
dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan

8 Amir Syaifuddin, Ushul Figh, jilid 11(Jakarta; Kencana,2011),364.
8\Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami. Juz.Il (Damaskus: Dar al-

Fikr, 1998),846.



43

pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, jual
beli, wasiat dan ikatan perkawinan. Seperti istilah
“ulama” atau “santri” yang lumrah masa dulu akan
berbeda pengertian-nya dengan sekarang, sama
halnya dengan nash syar’i yang bisa dipahami sesuai
setting  kehadirannya seperti kata fisabilillah
dimaksudkan dengan kemaslahatan perjuangan dan
Ibn Sabil dimaksudkan dengan orang yang habis
bekal perjalanannya, ke-tika ketika tradisi sudah
berubah, maka kata pertama dimaksudkan dengan
orang yang mencari ilmu sedangkan yang kedua
dimaksudkan dengan anak hilang

4) Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang
berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan
dari Al-‘Ada/i. Conioh kasus, jika kreditur tidak
memberi .. batasan _.dalam: transaksi  hutang
piutangtentang - wakiu,tempat = dan, kadar, maka

_ kebiasaan yang berlaku”akan mengambil alih dalam

T masalah tersebut atau (alam transaksi jual bell budaya

J N melemparkaﬁ‘ Ui‘i g_pembayaran (al- Thaman) adalah

"“--‘I:::_;-.._merupakan kesepakatan terjadinyas ifanisaksi selama

belu atmdakan yan 2 unjukkan sebaliknya.

c. Dasar Kaidah al- adah
(Penetapan) Hukum

1) Al-Qur’an

Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi
menyatakan, sangat mungkinkaidah  al-‘adah
muhakkamah ini diformulasikan sesuai dengan
muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur an surat
Al-Nisa’ ayat 115:

e 53 s T 0 U s 5 0 B 5

hakkamah sebagai Sandaran

p)leas Seleg gm e P U dp Gl

(VY el
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2)

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul
sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan
yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan
ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya
itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahanam, dan
Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.”. (Q.S.
An-Nisa[4]: 115).

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab Mawahib
al-Saniyyah SharhNazm al-Qawa’id al-Fighiyyah,
bahwa Kata sabiladalah sinonim dengan kata tariq
yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan
demikian sabil al-Mu’minin dalam ayat diatas
dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang
dianggap baik oleh orang-orang mukmin,serta sudah
menjadi budayasehari-harimereka*

Ijma’

\ Diketahw bahwa para imarms mahzhab
menganggap / 1l a amalJ(Budaya umum) "adalah

\"--‘_‘:jmenjadl landasan kehuuahan al- Urf. atau al-‘adah,

dikatakan -oléhra!-Shaibi bah g tu1uan legislasi yang

? m“f enjaga kemaslahatan
umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain
dengan memelihara  kebiasaan-kebiasaan  yang
merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya
dengan mempetahankan kebiasaan yang telah lumrah,
mereka akan terhindar dari kesulitan.®

8 Abdul

Hag dkk, Formulasi Nalar Figh:Telaah Kaidah figih

Konseptual(Surabaya; Khalista, 2009), 274.
®lbrahim Ibn Musa Al-Shatibi, al-Muwafagat fiUshul al-AhkamJilid 11
(Bairut: Dar al-Fikr),212.
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